
;ffi
''li

#

BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 5 TAHUN 2OL7

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang i a. bahwa dalam rangka melaksanakan penatausahaan
persediaan pada satuan Kerja Perangkat Daerah, maka
perlu adanya Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan
di t ingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan

Peraturan Bupati Katingan tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan
Pemerintah KabuPaten l{atingan;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau,
Kabupaten Gunung Mas, Kab-upaten Pulang Pisau,
rauu-paten Mrrung Raya dan Kabupaten Barito Timur
di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara
Reprrblik Indonesia Tahun 2'0AZ Nom<rr 18, T6*mbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a18O);

2. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OOg tentang
Keuan[an Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 47, Tartbahan lembaran Negara
Nornor 4286l.',

3. Und.ang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
p"ib""E"h*"* Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2oo4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawaJr

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oa4 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 44OOl;



5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2ALL tentang
Pembentukan Feraturan Pemndang-Undangan

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zolL
ilo*or 82, tambafran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a1;

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang
Pemerintahan 

-Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun zot+ Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5587)

sebagaimana lehh diubah beberapa kali, terakhir
dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
pe,JUahan X*aoa Atas Uadang-Undang Nomor 23

Tahun 2aL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

tamoatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
567e|;

7. Peraturan Pemerintah Nomot 24 Tahun 2oo5 tentang
standar Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2oo5 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4503) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2O1O tentang stalIdaf Alnrntansi Pemerintah (Lembaran

Negara nepuUUt Indonesia Tahun ?OLO Nomor 123);

8. Peraturan Pemerintah NOmor 6 Tahun 2aa6 tentang
Pengelolaan Barang Milik NegaralDaerah s-ebagaimana

telaf, dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27

Tahun 2aL4 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Milik NegaralDaerah;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2aa7 tentang
Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo7 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a737);

1O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagalmana telah diubah beberapa kali, terakhir
densan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2}ll tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor L3 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

1 t . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2oo7

tentang Pedoman Teknis Pengelolaaan Barang Miuk
Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis

Akrual Pada Pemerintah Daerah;



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Bupati Katingan Nomor 46 Tahun 2012
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Katingan;

MEMUTUSI(AN:

Menerapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEDOMAN

PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati Katingan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Oaeiah adalah Pemerintah Kabupaten Katingan'

2, Bupati adalah BuPati Katingan.
3. Pengelola Barang adalah

bertanggungiawab melakukan
daerah.

4. Pembantu Pengelola Barang adalah Pejabat yang berwenang dan
bertanggungatfiU melakukan koordinasi pengelolaan barang milik
daerah-yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.

5. Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan

barang milik daerah.
6. Kuasa pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang

ditunjuk olEh p"rrgguna untuk menggunakan barang milik daerah yang

berada dalam Penguasaannya"
T. Satuan Kerja Peiangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD

adalah perangkat daerah selaku pengguna barang'
g. fenyrmpag E*r.ng adalah pegawai yarrg diserahi tugas untr-lk

menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang sKPD.
g. Pengurus Barang a-dalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus

barang daerah dalam proses pemakaian yang ada disetiap SKPD'

10. Bara:oi Milik Daerah adalah sernlf,a barang yang dibeli atam diperoleh
atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan

lainnya yang sah.
11. perencanaai kebutuhan adalah kegiatan merumuskan, rincian

kebutuhaa barang milik daerah trntr.lk menghubungkan pengadaan

barang yang telah-lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai

dasar-dalari melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan
datang.

13. penyJuran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang

milik daerah dari gUdang atau tempat penyimpanan ke unit pemakai

barang.
14. pemeh:haraan adalah kegiatan atau tindakan yarrg dilakukan agar

semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk
digunakan.

1.5. Pengamanan adalah kegiataa tindakan pengendalian dalam

pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan

tindakan uPaya hukum.

Pejabat yang berwenang dan
koordinasi pengelolaan barang milik



16. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan
yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional
p"*?.inttt , dan barang*b afang yang dimaksudkan untuk dijual
danlatau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

1,7. pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan
barang daerah.

18. penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan,

inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.g. penghapusan persediaan adalah tindakan menghapuskan persediaan

dari d"n* persediaan oleh pejabat yang berwenang untuk
membebaskan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang

dan/atau pengioh brr*rrg dari tanggung jawab administrasi dan fisik
atas barangyang berada dalarn penguasaannya'

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasai 2

(u Maksud disusunnya pedoman pengelolaan barang persediaan

dilingkungan Pemerintih Kabupaten Katingan adalah untuk
memberikan keseragaman dan petunjuk kepada SKPD dalam
penatausahaan Persediaan.

{21 tojrr* disusunnya pedoman pengelolaan barang persediaan

dilingkungan PemLrintah Kabupaten Katingan agar terwujudnya
1apo|an kEuangan yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan
penataus ahaeurt baran g persediaan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan pedoman pengelolaan barang persediaan

dilingkungan eimerintah Kabupaten Katingan meliputi :

a. Klasifikasi dan Jenis Barang Persediaan;
b. Pejabat Pengelola Barang Persediaan;
c. Penata Usahaan Barang Persediaan;
d. Pelaporan Barang Persediaan.

BAB IV
KLASIFIKASI DAN JENIS BARANG PERSEDIAAN

Pasal 4

(1) Klasifikasi dan Jenis Barang persediaan sebagaimana dimaksud pasal 3

(tiea) meliputi:
a.-persediaan Bahan Pakai Habis (Rekening belanja 5.2.2.O1.u) terdiri

dari

NO
Kode

Rekenins
Uraian

1 5.2.2.01.01 Beiania Alat Tulis Kantor
e 5.2.2.O1.42 getania Dokumentasi/Administrasi Tender

4 5.2.2.Ot.O3 BAanja fiat llstdt Dan Elektronik (Lampu Pijar,
Batterv Kerine)

5 5.2.2.O1.44 gelarrja Perangko, Materai Dan Benda Pos
Lainnva

6 5.2.2.01.05 BA"nja- Peralatan Kebersihan Dan Bahan

Pembersih



7 5.2.2.0L.A6 Belania Bahan Bakar MinYak/Gaq
8 5.2.2.A1.47 Baania Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

I 5.2.2.A1..O8 Belania Pensisian Tabung Gas

10 s.2.2.O1.A9 ffian Dapur {Piring/ Gelas/ d11}

11 5.2.2.A1.tO Belania Piala/Plakat
L2 s.2.2.AL.12 Belania Pakan Ternakjqq lkan
13 5.2.2.A1.* Ilelania Prrmrk

14

G

s.2.2.A7 J4 Belanja PaPan Pengumuman/ rapan
nama-l baliho / SPanduk 1 Umbul-UL

5.2.2.01.15 Ftelaniq Smrvenir lCinderamata
16 5.2.2.O1.16 Belania Seminar Kit
L7 5.2.2.A1.fi R.l"ni" Alat Kesehatal Habis Pakai

Belania Alat KB Habis Pakai18 5.2.2.O1.L8
19 5.2.2.O1.1.9 oralonum Habis Pakai
2A 5.2.2.OL.20 ffian olah Ragaqqeiq&kai
2l 3.2.2.OL.2t Baanja EA;ngkapan/ Kebututran Kegiatan,

Prak*k Pelatihan,Sosi
22 5.2.2.01.22 ffian Pertanian xeblq.-Pakai

23 5.2.2.O1.23 Aetana nahan Pameran Habis Pa!4!
24 5.2.2.O1.24 Belania Kebutuhan Rumah Tangga

25 5.2.2.Or.25 Belania Bahan Kerajina+ 1 l(Etra:npilan
26 5.2.2.OL.26 Belania Barans Kegiatan /Lqlqbe

b. terdiri dariPersediaan Bahan ttfiqtcr{.al lPekenins belania 5.2.2

UraianNO
Kode

Rekenins
1 5.2.2.O2.47 Belania Bahan Baku Bangunan
o 5.2.2.O2.O2 Belania Bahan/ Bibit Tanaman
3 s.2.2.A2.A3 Belania Bibit Ternak
4 5.2.2.A2.44 Belania Bahan Obat-OP4lqg

5 5.2.2,O2.A5 Belania Bahan Kimia dan PuPqt
6 5.2.2.02.06 geLania Petsediaan Makanan Pokok

7 5.2.2.O2.O7 Belania Persediaan ea!44-l{akanan
8 5.2.2.O2.O8 Belania Bahan Pembibitan fanaman
I 5.2.2.O2.O9 ffianPembi

c. Persediaan Barang Lainnya adalah Persediaan Barang yang

disimpan dalam maksud berjaga jaga, dijual atau diserahkan

kepada KePada Pihak Ketiga.

BAB V
PE*IABAT PENGELOLA PERSEDIAAN

Pasal 5

pejabat pengelola penatausahaan persediaan meliputi :

a. Kepala SKPD selaku Pengguna Barang;
b. Kepala UPT selaku Kuasa Pengguna Barang;

Penyimpan barang;
Pembantu penYimPan barang;
Bendahara Pengehraran;
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD;
pe"ngelola Barang Daerah dalam hal ini adalah Bagian Perlengkapan dan

Aset- Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan;
Bidang Akuntansi sekretariat Daerah Kabupaten Katingan.

c.
d.
e.
f.
oD'
h.

i.



Pasal 6

KepaTaSKPD selaku Pengggna Barang sebagaimana dimaksud dalam pasal

5 huruf a berwenang dan bertanggung jawab:

a. t t"r,g*jukan ,"il"*u kebutuhan persediaan barang bagt SKPD yang

oipifrriinrur" r."p"a" Bupati metatui sekretsris Daerah rclaku Pengelola

Barang;
b. lnl"osd;rrakan persediaan barang yang berada dalam penguasaannya

unhrk t 
"p"ntinirs 

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang

dipimpinnYa;
c. Mengamankan dan memelihara persediaan barang yang ada dalam

peflguasaannya;
d. Membentuk iin; untuk melakukan inventarisasi fisik (stock opname)

barang persediaan yang ada dalam pengu?s3annya;

e. Melak*kan ;;;t^td dan inventarisisi fisik (stock opname) barang

persediaan yang ada dalam -penguasaannya;f. Melakukan'-r.":utan penglrapusan dan/atau pemusnahan barang

persediaan yangberadi dibawah kewenangan dan penguasaannya-

Pasal 7

Kepala Unit pelaksanan teknis (UPT)- selaku Kuasa Pengguna Barang

;;629;*"rr* di*.ksud dalam Pasal 5 huruf b bertggas untuk melakukan

pencatatan, p""ggg"""o dan inventarisasi (stock opname) barang

persediaan yang ada dalam pengua$aannya'

Pasal I

penyimpan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berhrgas:

a. Menerima, mJnyimpan dan menyalurkan barang;

b. Membuat lapo;; penerimaan dan penyaluran barang, dan sisa barang

persediaan Yang dikelola; - .

c. Melakukan i""J"t"risasi fisik (stock opname) barang persediaan'

Pasal 9

Pembantu penyimpan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d

berrugas ;d;;t prrryiirp* -b"tatg dalam pendistribusian barang

p";;;fiil", a* **tty"t.t ggarat<at, administrasi persediaan pada unit
pelaksana Teknis (UPT) dariwajib menyampikan laporan kepada Penyimpan

Barang SKPD secara berkala.

Pasal 1O

Bendatrara Pengeluaran sebagaimana dimaksrrd dalam Pasal 5 huruf e

menyiapkaa ari *i"y"*pai16n dokumen-dokr:men atas transaksi hrnai

yang berkaitan dengan Persediaan

Pasal 11

pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf f *""yi"pf.r" dokuiren atas beban pengeluaran pelaksanaan

pengadaan Persediaan.



Pasal 12

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam

pasal 5 huruf ;b"""g"- melirukan proses akuntansi persediaan yang

ai*"f"i dari jur;al hingga penyajian laporan keuangan SKPD"

Pasal L3

pengelola Barang Daerah {alam hal ini adalah Bagtan Perlengkapan dan

Aset Sekretariaibaerah Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 hurufh bertugas:
a. Menghimptrn lapoian dari selunrh SI(PD;

b. Melakukan 
-u"rinfo"i'administrasi 

terhadap hasil -inverrtarisasi 
fisik

(stock opname} barang p.ersediaan yanq d|}akukan oleh SKPD;

c. Metak*kan verifikasi frsik *e"ura birkala/insidentiil apabila diperlukan;

d. membuat rekapitrrlasi I^.aporan Semesteran dan Tahunan barang

persedian dari seluruh SKPD'

Pasal 14

Bidang Akuntansi Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan sebagaimana

dimaksud daram pasal 5 huruf i merupakan pihak yang menggunakan data

;;;;Ar*, dalam penJnr$unan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

il,I(PP) Kabupaten Katingan.

BAB VI
PENATAUSAHAAN BARANG PERSEDIMN

Bagian Pertama
Pembukuan dan inventarisasi

Pasal 15

Penatausahaan Barang Persediaan merupakan sistem yang digunakan

untuk mencatai da; mehporkan semua kegiatan yang berkaitan

;;;; pengelolaan barang persediaan milik pemerintah daerah.

lnveletarisaJi se bagaimana-dimaksud pada ay at {11 rneliputi :

a. Pengakuan;
b. Pengukuran dan penyampaian laporan;
c. pendokumentasian dan penggunaan persediaan barang SKPD'

Bagian kedua
Pengakuan

Pasal t6

(1) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan1-' 
diperoleh Pemerintah Daerah han mempunyai nilai atau biaya yang

dapat diukur dengan andal'
(Zl persediaan aianli pada saat diterima atau hak kepemilikannya

dan/ atau kepenguasaannya berpindah'
(3) p"A* 

"f*Ua 
ire6ide akgntagsi, persediaan dicatat berdasarkan hasil

inventarisasi fisik (stock opname)'

(1)

(21



Bagian Ketiga
Pengukuran

Pasal 17

(1) Persediaan disajikan sebe.sar;, 
a. Biaya perolehan apabila diperoleh {:tg*t' pembelian;

b. Harga ,o1.;a produksi apabila diperoleh dengan memproduksi

sendiri;
c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi,

Harga/nilai *Ai* pirsediaan meliputi nilai tukar aset atau

p"rr!"i"**i*t, t<ew4iUan antar pihak yang mematrami dan

berkeingi"rn *ef"f.,tkan transaksi wajar (arm lenS{r.{ansaction}'

t2) Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai

dengan menggunakan nilai wajar'

Bagian KeemPat
PengungkaPan

Pasal 18

Laporan Keuangan Pemerintah paerah mengungkapkan;

*.' r*uiiakan iaort rr*i yang digunakan dalam pengukuran persediaan;

b. Jenis, jumlah dan ttit*i -persediaan dalam kondisi rusak atau

usang/kadaluwarsa;
c. persediaan il; ada pada Unit Pelaksana Teknis tidak dicatat pada

neraca SfenTniUtas Pelaporan tetapi diungkapkan dalam Catatan atas

Laporan Keuangan (caLK) SKPD/ Entitas Pelaporan;

d. Barang yang b#ada atau disimpan ai]$rsi berbeda diluar pengawas€ur

penyimpan "b"r"rrg, maka tepala SKPD wajib menunjrrk Pembantu
penyimpan garanE' SKPD sebagai Penanggung iawab dan Pembantu

Penyimpan g*"t"g SKPD wqiib memberikan Laporan secara rltin
kepada PenYimPan Barang SKPD;

e. Barang y"d ;6n1t t1r6*it y* untr'rk diserahkan kepada masyaralat

atau pihf."tl tiga apabila tidak disimpan .atau langsung habis

diberikan kepada iirr"f penerima tanpa melalui proses penyimpanan

ot"fr penyi*p,eu1 
",iap 

aiiatat dalam laporan persediaan secara global

tanpa *"rr""t"t rincian barang. Namun Pejaba! Pelaksana Kegiatan

wajib *.rw"i"t f.utt rincian -ctokqmen peyerahag barang kepada

fenyimpan Barang sebagai Lampiran Laporan'

BAB VII
PENATAUSAHAANBARANGPERSEDIAANPADASKPD

Pasal 19

persediaan barang SKPD dapat diperoleh dari pengadaan maupulr hibah

atau perolehan lainnYa Yang sah'

Pasal 2O

(1) Hasil pelaksanaan pengadaan barang persediaan diterima oleh

penyimPan barang.
(Zt irrnyi*ir*" U*rr"E sebagaimana dimaksud pada ayat {1), berkew4iiban

melaksanak; tuia.s adirinistrasi penerimaan barang persediaan'



c.
d.
e.
f.

(3) Barang persediaan yang diterima penyimpan barang sebagaimana
dimaksud pada ayat tl) selanjutnya disimpan dalam gudang atau
tempat PenYimPanafi,

Pasal 21

Barang yang diterima oleh penyimpan barang dicatat kedalam Aplikasi
PengelLhan Barang Daerah yang meliputi laporan:
a. Laporan Stock OPname;
b. Buku Barang Habis Pakai;

Buku Pengeluaran Barang;
Kartu Barang;
Karh, Persediaan Barang;
Laporan Semester Tentang Pengeluara dan Penerimaan Barang Habis
Pakai.

Pasal 22

(U Laporan Stock Opname sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf
(a) mempakan aaftar barang Persediaan untuk mencatat saldo awal,
penamUatran, penyaluran dan sisa barang Persdiaan'

tzl Laporm Stock Opname di cetak sebagai arsip SKPD dan Laporan
kepada Pengelola Barang Daerah.

Pasal 23

Buku barang habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

huruf c merupakan buku yang digUnakan untuk mencatat semua
penerimaan dan pengeluran barang persed'iaan.

Dicetak sebagai Arsip SKPD setiap semester.

Pasal 24

Buku pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2L

huruf i merupakan buku yang digunakan untuk mencatat semua
pengeluran barang Persediaan.
b"t": pengeluaran barang dicetak sebagai arsip SKPD setiap semester

Pasal 25

Kartu barang sebagaimana dimaksud datam Pasal 2 L huruf d

merupakan karfu yang digunakan untuk mencatat mutasi
pertambahan dan pengurangan per Item barang.
k*rtu barang tersimpan dalam Database Aplikasi Pengeloaan
Persediaan, di cetak hanya berdasarkan kebutuhan saja.

Pasal 26

Karfl.r persediaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
huruf e merupakan kartu yang digUnakan untuk mencatat
penerimaan dan pengeluaran per jenis barang persediaan.
i<"tf,, persediaan barang tersimpan dalam Database Aplikasi
Pengeloaan Persediaan, di ceta,k hanya berdasarkan kebuttrhan s4ia..

(u

(2)

(1)

(21

tu

(2t

(1)

(2)



t1)

l2l

Pasal 27

Laporan semester tentang pengeluaran dan penerimaan barang habis

;;il ;;bagaimana dimiksud-dalam Pasal 21 huruf f merupakan

iJt* yan; digunakan untuk mencatat penerimaan, pengeluaran dan

selama satu Semester.
Laporan semester tentang pengeluara dan penerimaan barang habis

,gL i dicetak 
""U"Sui 

ufip SIPD setiap semester dan disampaikan

pula kepada Pengelola Barang Daerah'

Pasal 28

SKPD melakukan Rekonsiliasi terhadap Laporan Realisasi Belanja

Barang dan Jasa setiap semester 
-untuk menetapkan jumlah

keselurufran U"tanj a ya31g menjadi persediaan dan dituangkan dalan

Berita Acara Rekonsiliasi Nilai Persediaan'

Pencataan Persediaan oleh penyimpan barang harus sesuai dengan

hasil Berita Acara Rekonsiliasi Persediaan'

$"6* terjadi selisih karena perbedaan pengeluaran -SP2D 
dan

penerimaan Barang oleh Penyimpan maka akan dijelaskan dalam

Berita Acara Rekorisiliasi persediaan yang biasanya terjadi hanya di

Semester Perfama.
pengelola 

-narani 
Daerah dalam hal ini adalah Bagian Perlengkapan

dan Aset Sekretiriat Daerah melakukan pendampingan T1i"p SKPD

untut melakukan kegiatan Stock Opname setiap akhir tahun,

menyesuaikan apabila dana tersedia'
stock opname 

-p"a" 
uPT dilakukan oleh SKPD yang membawahinya

secara Mandiri- dan boleh meminta pendampingan dari bagian

plti.ttgl."pan dan aset dan atanr Inspekt&at dengan ketentuan segala

;iry. i*i ditimbulkan adalah tanggsng jawab SKPD yang meminta'

Pasal 29

pengeluaran/penyaluran persediaan. barang oleh penyimpan barang

dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB)

disertai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST)'

Surat periirtal Pengeluaran/Penyaluran Barang (SPPB) - dibuat

berdasarkan Surat peririntaan Barang {SPB) dari unit pemakai barang'

Barang yang dikeluarkan atau disalurkan dicatat/diinput oleh

penyiripan barang kedalam aplikasi pengelolaan Barang.

(1)

l2l

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

t3)

BAB VIII
PENATAUSAHAAN BARANG PERSEDTAAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 3O

Dalam SKPD yang terdiri dari beberapa unit .kerja dan/atau UPT dapat

r""orr"jrrf. p"mU"itu penyimpan barang unit kerja dan/atau UPT untuk
menatausahakan bararrg persediaan'

Pasal 31

Barang yang diterima oleh pembantu penyimpan barang dicatat kedalam:

a. Laporan Stock OPname;
b. Buku Barang Habis Pakai;

c. Buku Pengeluaran Barang;
d. Karhr Barang;



e.
f.

Karhr Persediaan Barang;
Laporan Semester Tentlng Pengeluara dan Penerimaan Barang Habis

Pakai.

Pasal 32

(1) setiap semester pembanhr penyimpan !:lTls menyampaikan data sisa

persediaan kepada Penyimpan Barang SKPD'

(21 ir"r,yr*p.r, barang SKPD merekapitulasi data'data sisa persediaan dari, p"*brrrt, p"r.yirip* barang unit kerja dan/atau UPT serta sisa

barang persediaan yang digunakan'
(g) Rekap:itulasi sisa Uarang persediaan sebagaima.na dimaksud pada ayat\ ' (2) disampaikan kepadi pelaksana akuntansi/Pejabat Penatausatraan

Keuangan (PPK) S-XpO sebagai bahan penJrLrsunan Neraca pada

Laporan Keuangan SKPD .

BAB IX
PELAPORlAN

Pasal 33

{1) Penyimpan Barang secara administratif wqiib mempertanggung
jawabkan atas barang yang dikelolanya'

(Zl -taporan pertanggur,ftl**Uu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:
a. LaPoran semesteran;
b. Laporan tahunan.

(3) Laporan semestera$ dimaksud padl aya\ pl wajib disampaikan kepada

pengelola barang daerah yang terdiri dari Dokumen :

a. LaPoran Semester
- Berita Acara Rekonsliasi Persediaan Periode Januari sd Juni;
- Laporan Stock Opname Periode Januari sd Juni;
- Berita Acara Inventarisasi Fisik Persediaan
- CoPY LaPoran Realisasi Anggaran;
- l,aporan- Semester Penerimaan dan Pengeluran Barang Pakai

Habis Semester I.
b. Laporan Tahunan :

- Berita Acara Rekonsliasi Persediaan Periode Januari sd Juni;
- Laporan Stock Opname Periode Januari sd Juni;
- CoPY LaPoran Realisasi Anggaran;
- Up6ran Semester Penerimaan dan Pengeluran Barang Pakai

Habis Semester I;
- Laporan Semester Penerimaan dan Pengeluran Barang Pakai

Habis Semester II;
- Berita Acara Penetapan Nilai Persediaan;
- Surat Pernyataan TanggUng Ja.vrab bermaterai Rp. 6.000,-;
- Berita Acara Inventarisasi Fisik Persediaan'

BAB X
PENGHAPUSAN

Pasal 34

{U Penghapusan dalam pencatatan Penyimpan barang dimaksudkan
aaJafr perrgu.angan nil,ai persediaan karena akan dimusnahkan.

l2t fenghapudn birang dengan tindaklanjut pemusnahan dilalrukanL 
apa[ita penghapu*"ri a*i -daftar persediaan barang dimaksud tidak



dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat
dipindahtangankan atau alasan lain sesuai ketentuan perundang-
undangan.

(3) Pemusnahan sebagaima.na ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna Barang
dengan surat Keputusan dari Pengelola Barang atas nama Bupati.

(4) Pemusnahan sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam berita
acara pemusnahan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Pengelola
Barang.

BAB xI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Katingan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Kasongan
5 FebruarL effi?

H. AHMAD YANTENGLIE
Diundangkan di Kasongan
Dar{o +onZnol } FebruaFi ?117

KABUPATEN KATINGAN,

NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 NOMOR..75o


